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KATA PENGANTAR 

 

 

Salah satu kewajiban yang wajib dipenuhi oleh Bank dengan dikeluarkannya 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan 

Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi 

Bank Umum adalah membuat suatu pedoman pelaksanaan Program APU dan PPT. 

Mengingat adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan terhadap ketentuan sebelumnya 

yaitu PBI No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan 

PBI No.5/21/PBI/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal 

Nasabah (Know Your Customer) dengan mengacu pada standar internasional yaitu 40 + 9 

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) Recommendation sebagai 

upaya untuk mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan 

terorisme sehingga dibutuhkan suatu pedoman dalam rangka pelaksanaannya. 

Menyadari adanya kebutuhan tersebut, Bank Indonesia bersama wakil-wakil dari 

Bank telah membentuk task force untuk menyusun suatu Pedoman Standar Penerapan 

Program APU dan PPT bagi Bank Umum yang untuk selanjutnya disebut dengan Pedoman 

Standar. Dalam menyusun Pedoman Standar ini task force juga memperhatikan best 

practices pengaturan APU dan PPT di negara lain. Selain itu, penyusunan pedoman  juga 

dengan memperhatikan berbagai masukan yang diberikan oleh wakil-wakil dari Bank dan 

sumber-sumber lainnya. Dengan adanya Pedoman Standar ini diharapkan Bank dapat 

menyusun suatu Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan 

Pendanaan Terorisme yang memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam 

ketentuan tentang Penerapan Program APU dan PPT. 
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